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ABSTRAK

Anisya Dwi Sukma Agsa (21060050) 2025. Faktor yang mempengaruhi
pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi llmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Dibawah
Bimbingan Ibuk Mike Triani, S.E., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
Faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik (BPS) tahun 2017-2023 dengan variabel penelitian yang dikelompokkan
menjadi dua bagian yaitu variabel terikat yang pada penelitian ini ditetapkan yaitu
indeks pembangunan manusia, dan variabel bebas yaitu tingkat kemiskinan, tingkat
pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan cross section
33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara dan times series dari tahun 2017-
2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keiskinan berpengaruh negatif
signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya, semakin tinggi tingkat
kemiskinan di suatu daerah, maka semakin rendah pula capaian pembangunan
manusianya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, yang berarti
perubahan dalam tingkat pengangguran tidak memberikan dampak yang berarti
terhadap peningkatan maupun penurunan indeks pembangunan manusia. Di sisi
lain, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks
pembangunan manusia, menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi belum tentu
disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, hasil
penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran
terbuka, serta pertumbuhan ekonomi secara simultan memengaruhi Indeks
Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat
Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Regresi Data
Panel
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan manusia saat ini menjadi tolak ukur penting dalam menilai
tingkat kemajuan suatu negara, terutama dalam era globalisasi yang menuntut
sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Salah satu alat ukur yang
digunakan secara luas adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang
menilai kualitas hidup melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan,
pendidikan, dan taraf hidup (kesejahteraan). Menurut Todaro dan Smith (2003)
menyatakan IPM dalam periode tertentu sering kali dikaitkan dengan
meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kemiskinan memiliki dampak serius dengan Kketerbatasan akses
masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Sejalan dengan hal itu, Michael P. Todaro, (2003) menyatakan bahwa
kemiskinan tidak hanya menyangkut kekurangan penghasilan, tetapi juga
mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti
gizi, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dimana terdapat berbagai peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan manusia Yyaitu
Chakrabarti & Dhar, (2017) yang dikutip dari buku Todaro dan Smith (2011)
menyatakan bahwa ketidakmerataan pendapatan yang tinggi dapat
menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin melebar, meningkatkan tingkat
kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka serta menghambat pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan, menekankan bahwa ketimpangan yang tinggi



dapat menimbulkan inefisiensi ekonomi dan ketegangan sosial, yang pada
akhirnya menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang. Menurut
Apriyanti & Rospida, (2025) IPM bukan hanya ukuran statistika, melainkan
cerminan dari peluang kehidupan yang tersedia bagi warga negara. Hal ini
berlaku untuk negara berkembang seperti Indonesia dan khususnya Kabupaten
dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di pulau Sumatera sekitar
60.795.669 jiwa. Dengan memiliki IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
masing-masing provinsi di Kawasan pulau Sumatera sebagai berikut :
Kepulauan Riau (79,08), Sumatera Barat (75,64), Sumatera Utara (75,13), Riau
(74,95), Aceh (74,70), Bengkulu (74,30), Kepulauan Bangka Belitung (74,09),
Jambi (73,73), Sumatera Selatan (73,18), Lampung (72,48). Sumatera Utara
menempati peringkat ke-3 (dihitung dari tertinggi ke terendah) di antara
provinsi-provinsi kawasan Sumatera, setelah Kepulauan Riau yang pertama

dan Sumatera Barat kedua (BPS 2023).
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Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatra Utara
Sumber : Badan Pusat Statistic (BPS)

Dapat dilihat pada grafik diatas, bahwa tidak adanya fluktuasi IPM
Provinsi Sumatera Utara. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk
Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2023,
nilai IPM terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan gambar yang ada.
Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara
tercatat pada nilai 70,57. Angka ini menjadi indikator awal yang
menggambarkan situasi pembangunan manusia di provinsi tersebut pada tahun
yang bersangkutan. Lalu pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di Sumatera Utara mencapai 75,13, yang menunjukkan adanya
kenaikan. Hal ini mencerminkan adanya tren positif yang terus berlanjut hingga
tahun terakhir data yang tersedia. Setiap tahun, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang konsisten tanpa

penurunan dari tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun



2019 dan 2020, ketika IPM naik dari 71,74 menjadi 73,62. Hal ini
mengindikasikan adanya akselerasi dalam pembangunan manusia pada periode
tersebut. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan di berbagai aspek
pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup
masyarakat di Sumatera Utara. Dengan demikian, data ini menegaskan bahwa
pembangunan manusia di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang
berkelanjutan setiap tahun, dengan tren pertumbuhan yang positif dan stabil
selama periode 2017 hingga 2023.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2023 tercatat sebesar 74,91. Pencapaian ini menempatkan Sumatera
Utara pada peringkat ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia. Posisi tersebut
menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Sumatera Utara berada
pada level menengah, masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi dengan
IPM tinggi, tetapi juga telah melampaui sebagian besar provinsi lainnya. Naik
turunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tentu disebabkan oleh berbagai

faktor.
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Gambar 1.2 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara
Sumber : Badan Pusat Statistic (BPS)

Dapat kita lihat pada grafik diatas, berdasarkan data dari badan pusat
statistik (BPS) terdapat fenomena ketimpangan IPM yang terjadi pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya daerah Medan,
Pematangsiantar dan Binjai, memiliki IPM yang tinggi (mendekati 80).
Menurut teori HDI, IPM mendekati 80 termasuk kategori sangat tinggi.
Sedangkan daerah Nias, Nias Selata dan Nias Barat berada dibawah rata-rata
provinsi. Adanya perbedaan atau kesenjangan yang menunjukkan bahwa
pembangunan manusia di Sumatera Utara belum merata, baik dari segi
pendidikan, kesehatan, maupun tingkat kesejahteraan ekonomi.

Di Provinsi Sumatera Utara, beberapa faktor utama yang memengaruhi
IPM antara lain adalah kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan

pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebab utama rendahnya IPM adalah

Kota Padangsidimpuan

Kota Gunungsitoli



kemiskinan, yang sering terjadi karena kurangnya keterampilan atau keahlian
masyarakat, serta rendahnya keterampilan dan akses terhadap lapangan kerja
formal yang menghambat produktifitas. Menurut Todaro & Smith, (2006)
kemiskinan diketahui sebagai penyebab utama turunnya akses terhadap
pendidikan dan layanan kesehatan. Setiap orang membutuhkan pendidikan dan
layanan kesehatan sebagai kebutuhan pokok untuk bisa mengembangkan
dirinya. Semakin baik kualitas dasar yang dimiliki oleh masyarakat suatu
negara, semakin besar pula kesempatan negara tersebut untuk maju dan
berkembang.

Tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun
2017 sampai 2023 sangat mempengaruhi pencapaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di wilayah itu. Perubahan tingkat kemiskinan di berbagai
kabupaten/kota di Sumatera Utara selama periode ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi kemiskinan, semakin rendah pula nilai IPM yang dicapai.
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Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara
Sumber : Badan Pusat Statistic (BPS)

Dapat kita lihat pada grafik diatas, berdasarkan data dari badan pusat

statistik (BPS) terdapat perbedaan atau keragaman yang besar terjadi pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten seperti Nias Barat,

Nias Utara, dan Nias Selatan menunjukkan persentase penduduk miskin yang

relatif tinggi.

menunjukkan persentase pendududk miskin yang

rendah.

Hal

Sedangkan daerah perkotaan seperti Medan dan Binjai

ini

mencerminkan adanya perbedaan atau ketidak adilan terhadap social ekonomi

antar wilayah. Menurut penelitian Penelitian lain oleh Simanjuntak, (2020)

menemukan bahwa peningkatan kemiskinan di daerah pedesaan berhubungan

erat dengan

rendahnya produktivitas sektor pertanian dan minimnya

diversifikasi ekonomi daerah. Dapat kita ketahui berdasarkan data dari Badan

Pusat Statistik (BPS) wilayah Kepulauan Nias masih menghadapi tantangan



keterisolasian geografis, infrastruktur terbatas, serta akses yang rendah
terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan.

Salah satu alasan utama tingginya kemiskinan yang menurunkan IPM di
Sumatera Utara adalah ketidakmerataan akses pendidikan antar daerah.
Keluarga miskin di kabupaten/kota yang tertinggal sering tidak mampu
membayar biaya sekolah anak-anak mereka. Akibatnya, banyak anak putus
sekolah dan memilih bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Hal ini
menyebabkan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang rendah di
beberapa daerah. Penelitian dari Sukirno (2010), menyatakan bahwa
kemiskinan menghalangi peningkatan kualitas sumber daya manusia karena
pendapatan yang rendah membuat orang tua tidak bisa menyekolahkan anak
dengan baik.

Selain pendidikan, kemiskinan juga merusak kesehatan masyarakat.
Orang miskin sulit mendapatkan layanan kesehatan, makanan sehat, dan rumah
tinggal yang berkecukupan. Hasilnya, harapan hidup di daerah dengan
kemiskinan tinggi lebih rendah. Sejalan dengan penelitian Todaro, (2000)
menjelaskan bahwa kemiskinan yang tinggi menurunkan kualitas hidup karena
orang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi,
air bersih, dan pengobatan. Kondisi ini membuat indeks kesehatan dalam IPM
menjadi rendah.

Di sisi lain, struktur ekonomi yang masih bergantung pada pertanian
tradisional dan pekerjaan informal menjadi penyebab besar kemiskinan di

beberapa kabupaten Sumatera Utara. Masyarakat di pedesaan, seperti di



Mandailing Natal, Nias, dan Tapanuli Tengah, masih mengandalkan sektor
primer dengan hasil yang rendah. Penelitian dari Kuncoro, (2018) menyatakan
bahwa kemiskinan sangat terkait dengan produktivitas kerja yang rendah;
semakin miskinnya masyarakat, semakin sulitnya mereka berinvestasi di
bidang pendidikan dan keterampilan, yang pada akhirnya memperlambat
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Pandemi COVID-19 dari tahun 2020 hingga 2022 juga memperparah
kemiskinan di berbagai wilayah Sumatera Utara. Banyak pekerja informal
kehilangan pekerjaan, dan aktivitas ekonomi melambat drastis. Hal ini
membuat kondisi rumah tangga miskin semakin buruk dan menurunkan IPM
di beberapa kabupaten. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), (2023) meskipun
angka kemiskinan turun setelah tahun 2022, efek pandemi terhadap pendidikan
dan kesehatan masih terasa di daerah-daerah tertinggal.

Situasi ini mencerminkan apa yang disebut dari penelitian Nurkse, (1953)
sebagai “lingkaran kemiskinan” (lingkaran setan kemiskinan), yaitu kondisi di
mana pendapatan rendah menyebabkan investasi dan produktivitas rendah,
yang pada akhirnya membuat pendapatan tetap rendah. Lingkaran ini jelas
terlinat di kabupaten dengan IPM rendah di Sumatera Utara, di mana
kemiskinan menjadi penghalang utama untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia.

Laporan Pembangunan Manusia (UNDP) (2023), juga menyatakan
bahwa kemiskinan multidimensi bukan hanya soal kurangnya pendapatan,

tetapi juga keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
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Oleh karena itu, cara mengatasi kemiskinan di Sumatera Utara tidak boleh
hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus memperbaiki
akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Menurut teori pertumbuhan baru, peran pemerintah sangat penting,
terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (M. Suliswanto,
2012). Pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dapat menunjukkan
peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat mendorong peningkatan
produktivitas, yang berdampak pada kinerja perekonomian (M. Suliswanto,
2012).

Kondisi ini bisa menjadi ancaman serius bagi peningkatan kualitas hidup
masyarakat, sebab kemiskinan biasanya muncul ketika masyarakat tidak
memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya,
kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan pun seringkali terabaikan
(Mirza, 2012). Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan manusia
antara keduanya semakin lebar, sehingga target Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) yang ditetapkan oleh pemerintah sulit untuk dicapai dengan baik.
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Dalam menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka
(TPT) dan IPM, penting untuk dipahami bahwa pengangguran tidak hanya
merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang kompleks dan
berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. TPT mencerminkan
proporsi tenaga Kkerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum
mendapatkannya. Ketika pengangguran tinggi, masyarakat kehilangan sumber
pendapatan utama, daya beli menurun, dan kemampuan untuk mengakses
layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi terbatas dua

komponen penting dalam perhitungan IPM (Astriani et al., 2021).

Pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
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Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi

Sumatra Utara
Sumber : Badan Pusat Statistic (BPS)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2024), tingkat
pengangguran terbuka di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara mencapai

sekitar 5,84%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,45%.

Gunungsitoli ==
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Dimana dapat kita ketahui berdasarkan data (BPS), bahwa Daerah dengan
aktivitas industri dan perdagangan tinggi seperti Medan, Binjai, dan Deli
Serdang memiliki tingkat pengangguran yang cukup besar. Hal ini disebabkan
karena tingginya jumlah penduduk usia kerja yang tidak seluruhnya terserap
oleh pasar tenaga kerja. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Nias, Nias
Selatan, dan Mandailing Natal memiliki tingkat pengangguran lebih rendah,
tetapi hal ini sering kali disebabkan oleh dominasi sektor informal dan
pertanian subsisten yang tidak sepenuhnya produktif. Adanya ketidak
seimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja.
Misalnya, Kota Medan mencatat IPM sebesar 81,62 dengan tingkat
pengangguran mencapai 7,1%, sementara Kabupaten Nias memiliki IPM
hanya 66,25 meskipun tingkat penganggurannya relatif lebih rendah. Kondisi
ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan struktur ekonomi dan kualitas
tenaga kerja antarwilayah.

Dimana penelitian Pratama & Sari (2022), menyatakan bahwa ketika
masyarakat kehilangan pekerjaan, pendapatan mereka menurun, sehingga
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar berkurang dan berdampak
langsung pada penurunan IPM. Hal senada diungkapkan oleh penelitian
Simanjuntak et al. (2021), yang menemukan bahwa kenaikan 1% tingkat
pengangguran terbuka dapat menurunkan IPM sebesar 0,45 poin di wilayah
Sumatera bagian utara.

Penelitian lain oleh Astriani et al. (2021), di Kabupaten Nganjuk
menunjukkan bahwa meningkatnya pengangguran menurunkan kemampuan

keluarga dalam membiayai pendidikan dan mengakses layanan kesehatan yang
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layak, sehingga berpengaruh negatif terhadap capaian IPM. Temuan ini
diperkuat oleh Sutrisno dan Arifin (2024) yang mengkaji Provinsi Bali, di
mana daerah dengan tingkat pengangguran tinggi cenderung memiliki IPM
rendah akibat rendahnya kapasitas ekonomi rumah tangga dalam memenuhi
kebutuhan dasar.

Putri et al. (2024), juga menemukan bahwa peningkatan TPT berdampak
pada kenaikan angka kemiskinan yang pada akhirnya menurunkan IPM secara
tidak langsung. Hal ini sejalan dengan teori Todaro & Smith (2011), yang
menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan dan pengangguran tinggi
menyebabkan kesenjangan dalam akses pendidikan serta kesehatan. Dengan
demikian, pengangguran bukan hanya cerminan kegagalan pasar tenaga kerja,
tetapi juga faktor penghambat utama dalam pembangunan manusia yang
berkelanjutan.

Selain memengaruhi aspek ekonomi dan sosial, pengangguran juga
berdampak psikologis pada individu dan menurunkan produktivitas tenaga
kerja. Dalam penelitian Nasution & Lubis (2020), menegaskan bahwa
tingginya pengangguran menghambat partisipasi  pendidikan dan
memperburuk kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga.
Sementara itu, penelitian Tarigan (2021), menemukan bahwa meningkatnya
pengangguran di wilayah pedesaan mendorong urbanisasi ke kota-kota besar,
yang memperlebar kesenjangan antarwilayah di Sumatera Utara.

Berbagai penelitian menawarkan solusi untuk menekan angka
pengangguran dan memperbaiki IPM. Di sisi lain, Sitorus et al. (2022),

menekankan peran ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM dalam memperluas
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lapangan kerja produktif, terutama di daerah dengan infrastruktur ekonomi
terbatas.

Oleh karena itu, menurunkan tingkat pengangguran terbuka merupakan
langkah strategis dalam meningkatkan pembangunan manusia di Provinsi
Sumatera Utara. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor
swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan
yang adaptif, berkelanjutan, serta inklusif terhadap perubahan ekonomi.
Dengan demikian, pengurangan pengangguran tidak hanya akan meningkatkan
pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan
manusia di setiap kabupaten dan kota.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro & Smith,
(2011) bahwa ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, yang diperparah
oleh tingginya pengangguran, mengakibatkan kesenjangan akses terhadap
pendidikan dan kesehatan yang lebih luas. Oleh karena itu, pengangguran tidak
hanya dilihat sebagai kegagalan pasar tenaga kerja, tetapi juga sebagai faktor
penghambat utama dalam pembangunan manusia.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam
menggambarkan kemajuan suatu daerah karena mencerminkan peningkatan
aktivitas produksi dan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, pertumbuhan
ekonomi yang positif diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan
per kapita, memperluas lapangan kerja, serta memungkinkan pemerintah
memperbesar investasi di sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi seharusnya berkontribusi terhadap

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, dalam
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kenyataannya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak selalu
berjalan seiring. Di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Sumatera Utara,
peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh
peningkatan IPM karena pertumbuhan yang terjadi tidak merata dan cenderung
tidak inklusif. Pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota merupakan
indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan regional.

Data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas
dasar harga konstan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara
periode 2017-2023 menunjukkan dinamika yang cukup variatif. Secara umum,
perekonomian daerah mengalami perlambatan signifikan pada tahun 2020
(akibat pandemi), kemudian mulai menunjukkan pemulihan pada periode
2021-2023. Penelitian yang dilakukan oleh Sari, (2025) yaitu bahwa mereka
mencatat Indonesia secara umum hampir separuh provinsi mengalami

pertumbuhan ekonomi rendah dan ketimpangan yang meningkat antara 2017—
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2023. Dengan demikian, pola yang muncul di Sumatera Utara yakni fluktuasi,

perlambatan, kemudian pemulihan sejajar dengan temuan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Utara
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Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra
Utara
Sumber : Badan Pusat Statistic (BPS)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2024), pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Dapat kita ketahui
bahwa pertumbuhan ekonomi antar kabupaten kota mengalami fluktuasi yang
cukup signifikan setiap tahunnya. Salah satunya Kabupaten/kota seperti
Medan, Deli Serdang, dan Binjai, umumnya memiliki tingkat pertumbuhan
ekonomi yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan karena ditopang oleh aktivitas
industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat. Sebaliknya, daerah

seperti Nias, Nias Selatan, dan Mandailing Natal, masih menghadapi laju
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pertumbuhan ekonomi yang lambat. Hal ini diakibatkan kerena keterbatasan
infrastruktur, rendahnya investasi, serta ketergantungan pada sektor primer
seperti pertanian dan perikanan tradisional.

Tahun 2020 menjadi titik balik di banyak wilayah. Hampir seluruh
kabupaten/kota di Sumatera Utara mencatatkan pertumbuhan yang jauh di
bawah rata-rata atau bahkan negatif. Contoh, Kota Medan mencatat -1,98 %,
Kabupaten Deli Serdang -1,78 % (data internal). Kondisi tersebut
menggambarkan kerentanan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal se
perti pandemi. Penelitian oleh Ghuzini, (2022) menunjukkan bahwa di daerah
3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) ketimpangan pendidikan dan pendapatan
memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya, ketimpangan
pendapatan justru memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
didaerah 3T. Hal ini menandakan bahwa meski pertumbuhan bisa terjadi,
namun pemerataan masih menjadi persoalan.

Memasuki 2021 hingga 2023, hampir seluruh kabupaten/kota di
Sumatera Utara mencatatkan pertumbuhan positif kembali. Sebagai contoh,
Kota Medan yang sempat negatif tumbuh kembali ke kisaran 3-5 % pada 2023.
Perbaikan ini didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, perbaikan
aktivitas sektor jasa dan perdagangan, serta stimulasi lokal.
Dengan demikian, pemulihan pertumbuhan tidak menjamin pemerataan; justru
bisa memperlebar gap jika tidak dibarengi kebijakan inklusif.

Meski pemulihan dapat dilihat, terdapat disparitas yang jelas antar

wilayah. Beberapa kabupaten/kota seperti Tapanuli Selatan, Padang Lawas,
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Deli Serdang mencatat pertumbuhan > 5 % pada 2023, sedangkan wilayah
seperti Nias Selatan (-3,65 %) dan Gunungsitoli (-3,69 %) masih relatif rendah.
Penelitian yang mengeksplorasi ketimpangan antar wilayah di Indonesia
menyimpulkan bahwa faktor-faktor struktural seperti akses infrastruktur,
keberagaman ekonomi, dan lokasi geografis sangat mempengaruhi disparitas
tersebut (Uken Sutisna et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa
wilayah urban atau dengan akses baik memperoleh manfaat lebih besar dari
pemulihan ekonomi dibanding wilayah terpencil atau kepulauan.

Penelitian yang dilakukan oleh Garibaldi (2019), menunjukkan bahwa
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM di kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara bersifat jangka panjang, tetapi tidak signifikan dalam jangka
pendek akibat perbedaan struktur ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Hal
serupa ditemukan oleh Simanjuntak (2020), yang mengungkapkan bahwa
ketimpangan wilayah di Sumatera Utara tergolong tinggi, dan pertumbuhan
ekonomi yang terjadi belum mampu mempersempit kesenjangan
pembangunan antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan
produk domestik regional bruto (PDRB) belum diikuti oleh pemerataan hasil
pembangunan manusia.

Menurut  Prasetyoningrum & Sukmawati (2016), menyatakan
pertumbuhan ekonomi memang dapat meningkatkan IPM karena pendapatan
masyarakat yang lebih tinggi memungkinkan akses yang lebih baik terhadap
layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, efek positif ini hanya dapat terjadi

apabila kebijakan redistribusi pendapatan dan pembangunan infrastruktur
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sosial dijalankan secara efektif. Sebaliknya, pada wilayah dengan kesenjangan
sosial yang tinggi, manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh
kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat tetap berada dalam
kondisi ekonomi yang lemah. Temuan ini memperkuat konsep growth without
development, yaitu situasi di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan
peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, Baihagi & Puspitasari (2020), menambahkan bahwa
pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan tingkat pengangguran dan
secara tidak langsung meningkatkan IPM. Namun, apabila pertumbuhan
tersebut hanya didorong oleh sektor-sektor padat modal yang minim serapan
tenaga kerja, maka dampaknya terhadap peningkatan IPM akan sangat terbatas.
Penelitian dari Hidayah (2022), juga menegaskan bahwa pertumbuhan
ekonomi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap IPM apabila
peningkatan ekonomi tidak diiringi dengan perbaikan layanan pendidikan dan
kesehatan masyarakat.

Temuan Sitorus (2021), menyatakan bawah di Kabupaten Deli Serdang
menunjukkan bahwa pada tahun 2020, ketika PDRB mengalami penurunan
sebesar —1,78 persen, nilai IPM justru meningkat dari 75,43 menjadi 75,44. Hal
ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas manusia masih dapat terjadi
meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, selama sektor sosial seperti
pendidikan dan kesehatan tetap berkembang. Dengan kata lain, peningkatan

IPM tidak sepenuhnya bergantung pada besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi
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pada kemampuan pemerintah dalam memastikan pemerataan hasil
pembangunan.

Secara umum, Provinsi Sumatera Utara menunjukkan dinamika
pembangunan yang cukup kompleks dengan tingkat kemajuan yang berbeda-
beda antar kabupaten dan kota. Variasi tersebut terlihat dari perbedaan nilai
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, pengangguran, serta
laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Beberapa wilayah seperti
Kota Medan, Binjai, dan Pematangsiantar memiliki IPM yang tinggi dan
tingkat kemiskinan rendah, sementara daerah seperti Nias, Nias Barat, dan
Mandailing Natal masih menghadapi berbagai kendala dalam peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Perbedaan ini mencerminkan bahwa pembangunan
di Provinsi Sumatera Utara belum berlangsung secara merata dan masih
memerlukan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan
antarwilayah.

Di antara seluruh daerah di provinsi tersebut, Kota Medan menjadi
wilayah yang relevan untuk dijadikan lokasi penelitian. Sebagai ibukota
Provinsi Sumatera Utara sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di
Pulau Sumatera, Kota Medan memainkan peranan penting dalam mendukung
aktivitas industri, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan
yang relatif tinggi menunjukkan potensi ekonomi yang besar, namun di sisi
lain, masih terdapat tantangan pembangunan berupa tingginya tingkat

pengangguran terbuka dan ketimpangan sosial antarwilayah di dalam kota.
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Berdasarkan data menunjukkan adanya kondisi paradoks pembangunan.
Dimana ketika peningkatan aktivitas ekonomi dan capaian IPM yang tinggi
belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
merata. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai
hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan
pembangunan manusia di Kota Medan untuk memahami dinamika
pembangunan perkotaan secara lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran
memiliki hubungan yang kompleks dengan IPM. Tingginya angka
pengangguran dapat menurunkan kemampuan masyarakat dalam memenubhi
kebutuhan dasar, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkeadilan dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi
pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan
pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu pendidikan, serta perluasan
akses terhadap layanan kesehatan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat
diperoleh gambaran empiris yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi pembangunan manusia di Kota Medan. Selain itu, hasil
penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi
pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dan
sosial yang lebih inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, pertumbuhan ekonomi

diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan IPM secara
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berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Negara Indonesia
masih menghadapi tantangan dalam menyebarkan hasil pembangunan secara
merata ke seluruh daerah. Oleh karena itu, memperhatikan faktor-faktor yang
memengaruhi indeks pembangunan manusia sangat penting agar kebijakan

pembangunan bisa lebih adil dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Sejauh mana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?

2. Sejauh mana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?

3. Sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?

4. Sejauh mana Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka,
Pertumbuhan Ekonomi dapat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks

pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.
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2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.

4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran
Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dapat berpengaruh terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebbih
memperhatikan dan mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk
meningkatkan keadilan, yang dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran
serta kurangnya pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi Peneliti
a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk memperoleh
gelar sarjana ekonomi (S.E)
b. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang factor yang
mempengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.
3. Bagi pembaca
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan
pengetahuan pembaca, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Utara selama periode 2017-2023 menunjukkan bahwa kualitas pembangunan
manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sangat
dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Analisis data panel dengan Fixed
Effect Model memperlihatkan bahwa variabel tingkat kemiskinan,
pengangguran terbuka, serta pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh
terhadap IPM dengan karakteristik yang berbeda.

Pertama, tingkat kemiskinan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap IPM. Artinya, semakin tinggi angka kemiskinan, semakin rendah pula
kualitas pembangunan manusia. Kondisi ini terjadi karena masyarakat miskin
cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, layanan
kesehatan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, upaya penurunan angka
kemiskinan menjadi kunci penting dalam memperbaiki kualitas hidup
masyarakat.

Kedua, tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien positif, tetapi
tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa
pengangguran terbuka bukanlah faktor utama yang menentukan pembangunan
manusia di Sumatera Utara. Fenomena ini terjadi karena pengangguran lebih
banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang justru memiliki IPM tinggi,

sehingga pengaruh pengangguran terhadap kualitas hidup tidak terlalu nyata.
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Ketiga, pertumbuhan ekonomi justru ditemukan berpengaruh negatif
signifikan terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan
ekonomi di Sumatera Utara belum mampu memberikan manfaat yang merata
bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor
atau daerah tertentu menyebabkan ketimpangan, sehingga hasil pembangunan
tidak sepenuhnya tercermin dalam peningkatan IPM. Dengan kata lain, efek
trickle-down dari pertumbuhan ekonomi tidak berjalan efektif.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan
terhadap IPM, di mana sekitar 69,4% variasi IPM di Sumatera Utara dapat
dijelaskan oleh tingkat kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan manusia perlu dirancang
dengan memperhatikan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja
yang berkualitas, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Kesimpulannya, pembangunan manusia di Sumatera Utara dipengaruhi
oleh interaksi kompleks antara faktor kemiskinan, pengangguran, dan
pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan menjadi hambatan terbesar, pengangguran
berpengaruh terbatas, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata
justru menahan peningkatan IPM. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan
harus diarahkan pada pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan agar peningkatan IPM dapat dirasakan secara menyeluruh di

seluruh wilayah.
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B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang
telah dilakukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain yang
relevan, seperti belanja pemerintah, kualitas infrastruktur, investasi
pendidikan dan kesehatan, maupun faktor lingkungan. Dengan cakupan
variabel yang lebih luas dan penggunaan metode analisis yang berbeda,
penelitian dimasa mendatang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih
mendalam.

2. Peningkatan kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan. Dukungan
publik terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan akan memperkuat
efektivitas kebijakan pemerintah, sehingga upaya peningkatan kualitas
pembangunan manusia di Sumatera Utara dapat berjalan lebih optimal dan

merata.
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